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ABSTRACT

Samigaluh Sub-district recorded the highest frequency of landslide
occurrences in Kulon Progo Regency during the period 2022—2024. At the
same time, parts of the area are still designated as residential zones in the
Kulon Progo Regional Spatial Plan (RTRW). This condition highlights the
need for an assessment of residential area suitability in relation to landslide
hazard levels. This study aims to: (1) map the level of landslide hazard in
Samigaluh Sub-district; (2) analyze the suitability of eksisting residential
areas against the landslide hazard map; and (3) analyze the suitability of
residential spatial allocations in the RTRW against the landslide hazard
map. The method employed is quantitative descriptive with a spatial
approach using Geographic Information Systems (GIS), through scoring
and weighted overlay techniques applied to the parameters of slope
gradient, rainfall intensity, soil type, rock type, and land use. The results
indicate that Samigaluh Sub-district is predominantly classified under
moderate landslide hazard (65%), followed by low hazard (23%) and high
hazard (12%). The majority of eksisting residential areas are located in low-
hazard zones (82%), whereas residential allocations in the RTRW are
dominated by moderate-hazard zones (71%) and high-hazard zones (28%).
Furthermore, 94% of eksisting settlements are situated within Conservation
and Water Recharge Areas, which are inconsistent with the designated
spatial use directives. These findings underscore the need for a reassessment
of spatial use policies and the strengthening of landslide disaster mitigation
efforts in Samigaluh Sub-district.

Keywords: landslide hazard, residential suitability, spatial plan,
geographic information system.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kondisi geografis Indonesia sebagai wilayah tropis dengan dominasi
bentang alam pegunungan berimplikasi pada meningkatnya potensi bencana
alam. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tahun
2024 menunjukkan bahwa curah hujan tahunan di sebagian besar wilayah
Indonesia berkisar antara 2.000-3.000 mm per tahun, bahkan pada beberapa
wilayah pegunungan melebihi 4.000 mm per tahun. Kombinasi kondisi
topografi dan intensitas curah hujan tersebut meningkatkan kerentanan wilayah
terhadap bencana, khususnya tanah longsor. Fenomena ini diperburuk oleh
kondisi geologi aktif yang menempatkan banyak wilayah dalam status
kerawanan yang tinggi terhadap ancaman bencana (Rahmawati & Priyono,
2024). Data BNPB (2023) menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir, tanah
longsor menjadi salah satu bencana hidrometeorologis yang paling destruktif
bagi stabilitas kawasan permukiman. Kondisi tersebut merefleksikan bahwa
faktor biofisik wilayah, seperti kelerengan dan struktur tanah, memegang
peranan determinan dalam mengonstruksi tingkat risiko terhadap kawasan
hunian (Susanti dkk., 2017). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap
karakteristik fisik menjadi prasyarat fundamental dalam merumuskan kebijakan

penataan ruang.

Fenomena bencana tanah longsor di Indonesia menunjukkan adanya
hubungan yang jelas antara kemiringan lereng yang curam, kondisi geologi
batuan dan tanah hasil pelapukan vulkanik yang tidak stabil, serta curah hujan
ekstrem (Naryanto dkk., 2019). Perpaduan antara kemiringan lereng yang
curam, kondisi tanah dan batuan yang relatif rapuh, serta curah hujan
berintensitas tinggi dalam periode tertentu secara signifikan meningkatkan
tingkat kerawanan lereng dan berpotensi memicu terjadinya tanah longsor
dalam skala luas, khususnya pada kawasan pegunungan dan perbukitan

(Zaenurrohman dkk., 2023). Kondisi ini menempatkan kawasan perbukitan



dalam zona kerentanan tinggi, terlebih saat praktik pemanfaatan ruang
melampaui ambang batas daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup
(Yuniarta dkk., 2015). Selain faktor biofisik, desakan kebutuhan lahan memicu
ekspansi permukiman ke wilayah marginal yang secara teknis tidak memenuhi
kualifikasi tata ruang yang aman  (Nusantara dkk., 2025). Hal ini
mengindikasikan adanya defisit pengendalian ruang serta lemahnya integrasi
antara aspek yuridis-administratif penguasaan tanah dengan mitigasi risiko
bencana di lapangan (Nurhikmahwati dkk., 2021). Oleh karena itu, penataan
aset di wilayah rawan bencana harus selaras dengan kebijakan land use
planning yang berbasis pada perlindungan keselamatan penduduk guna
meminimalkan eskalasi kerusakan fisik maupun sosial (Depari &

Setyonugroho, 2025).

Pemerintah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai
instrumen strategis dalam pengelolaan ruang wilayah untuk mengarahkan
pemanfaatan ruang secara terencana dan berkelanjutan. RTRW berfungsi
sebagai dasar dalam menentukan peruntukan ruang, termasuk penetapan
kawasan permukiman yang seharusnya memperhatikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan. RTRW diharapkan mampu mengintegrasikan aspek
keselamatan dan mitigasi bencana dengan mengarahkan pengembangan
permukiman agar tidak berada pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan
dan risiko bencana tinggi. Namun, pada tataran implementasi, perencanaan
tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan kondisi biofisik wilayah yang ada.
Berbagai kajian menunjukkan masih sering dijumpai ketidaksesuaian antara
rencana peruntukan ruang dengan karakteristik fisik wilayah, sehingga
berpotensi meningkatkan risiko bencana, khususnya di kawasan permukiman

(Pramono, 2021).

Ketidaksesuaian antara rencana peruntukan ruang dan kondisi fisik
wilayah menjadi semakin nyata pada daerah yang memiliki karakteristik
biofisik yang kompleks, seperti kawasan perbukitan. Penelitian Rema dkk
(2018) menunjukkan bahwa proses penetapan zonasi permukiman dalam

praktiknya tidak selalu didasarkan pada analisis kebencanaan yang



komprehensif. Pada wilayah perbukitan, faktor kemiringan lereng, kondisi
geologi, serta intensitas curah hujan menjadikan tingkat kerawanan bencana
tanah longsor relatif tinggi. Akibatnya, kawasan permukiman kerap
berkembang pada wilayah yang secara fisik memiliki tingkat kerentanan tinggi
terhadap bencana tanah longsor. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan
risiko keselamatan bagi penduduk apabila evaluasi kesesuaian ruang tidak

dilakukan secara sistematis dan berbasis data.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kondisi fisiografi yang beragam,
mulai dari wilayah dataran rendah hingga kawasan perbukitan dan pegunungan,
yang secara langsung memengaruhi tingkat kerentanan wilayah terhadap
gerakan tanah. Penelitian (Anggit, 2012) menunjukkan bahwa wilayah
perbukitan di Kabupaten Kulon Progo, khususnya kawasan Pegunungan
Menoreh, didominasi oleh topografi bergelombang hingga curam yang
berpotensi memicu terjadinya tanah longsor. Kerawanan tersebut juga
dipengaruhi oleh kondisi tanah hasil pelapukan batuan yang relatif rapuh serta
intensitas curah hujan yang tinggi, yang merupakan faktor dominan dalam
memicu ketidakstabilan lereng di wilayah perbukitan (Sugianti & Tohari,
2023). Kombinasi faktor topografi, kondisi geologi, dan curah hujan tersebut
menyebabkan tingkat stabilitas lereng di kawasan ini menjadi rendah.
Berdasarkan kondisi tersebut, Kabupaten Kulon Progo dapat dikategorikan
sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana longsor relatif

tinggi, terutama pada kawasan perbukitan seperti Pegunungan Menoreh.



Data kebencanaan menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo
merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah kejadian tanah longsor
tertinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam beberapa tahun
terakhir. Kecamatan Samigaluh merupakan salah satu wilayah yang paling
sering terdampak, dengan kejadian longsor yang terjadi secara berulang dan
memberikan dampak langsung terhadap rumah penduduk serta fasilitas
permukiman. Kondisi tersebut diperkuat oleh data yang dirilis oleh BPBD
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mencatat tingginya frekuensi kejadian tanah
longsor di kawasan perbukitan Kulon Progo, khususnya pada musim hujan

(BPBD DI1Y, 2024).
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Gambar 1. 1 Kejadian Longsor DIY (2022-2024)

(Sumber: BPBD DIY 2022-2024)

Berdasarkan Gambar 1.1, Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah
kejadian bencana tanah longsor yang lebih tinggi dibandingkan dengan
kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa secara regional Kabupaten Kulon Progo, khususnya
wilayah perbukitan, memiliki tingkat kerawanan longsor yang relatif lebih
tinggi. Sejalan dengan data pada Tabel 1.1, kejadian bencana tanah longsor di
Kabupaten Kulon Progo selama periode 2022-2024 memperlihatkan bahwa
Kecamatan Samigaluh secara berulang menjadi wilayah yang terdampak.
Kejadian longsor yang terjadi tidak bersifat insidental, melainkan menimbulkan

dampak langsung terhadap kawasan permukiman, seperti kerusakan rumah



warga serta gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Informasi tersebut
diperoleh berdasarkan data resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta serta laporan media daring nasional dan

lokal yang mendokumentasikan kejadian longsor di wilayah tersebut.

Tabel 1. 1 Bencana Longsor di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024

No Tahun Jumlgh Kecamatan Paling Rumah
Kejadian Berdampak Terdampak
1 2022 453 Kokap & Samigaluh 63
2 2023 92 Samigaluh 14
3 2024 177 Samigaluh 2

(Sumber: BPBD DIY 2022-2024; Kompas.com; ANTARA Yogyakarta; Detik.com)

Dari keseluruhan wilayah Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan
Samigaluh merupakan salah satu wilayah yang memperlihatkan tingkat
kerawanan serta dampak kejadian tanah longsor yang relatif menonjol. Hasil
pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pola perkembangan permukiman di
Kecamatan Samigaluh cenderung mengikuti keberadaan jaringan jalan dan
pusat-pusat aktivitas masyarakat yang berkembang pada kawasan perbukitan.
Pola perkembangan tersebut menyebabkan sejumlah rumah berdiri pada lereng
dengan tingkat kemiringan yang relatif curam. Kondisi fisik ini meningkatkan
potensi risiko apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang dapat memicu
ketidakstabilan lereng. Kondisi tersebut tercermin pada kejadian longsor yang
berdampak langsung terhadap rumah penduduk, sebagaimana ditunjukkan pada
Gambar 1.2 dan Gambar 1.3. Dokumentasi tersebut memperlihatkan bahwa
kejadian longsor di wilayah Samigaluh tidak hanya terjadi pada lahan terbuka,

tetapi juga secara langsung mengenai kawasan permukiman penduduk.
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Keberadaan rumah penduduk pada lereng perbukitan di Kecamatan
Samigaluh menunjukkan bahwa permukiman berkembang pada wilayah yang
secara fisik memiliki potensi kerawanan bencana longsor. Data kejadian
bencana tanah longsor selama periode 2022-2024 menunjukkan bahwa wilayah
ini mengalami kejadian longsor berulang yang berdampak pada kawasan
permukiman, dengan puluhan rumah warga tercatat mengalami kerusakan
setiap tahunnya. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ancaman nyata
terhadap keselamatan penduduk serta potensi kerugian sosial dan material
apabila kejadian longsor terus berulang. Di sisi lain, dokumen Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo menetapkan sebagian
wilayah Kecamatan Samigaluh sebagai kawasan peruntukan permukiman.
Kejadian longsor berulang di kawasan permukiman tersebut menunjukkan
urgensi pengkajian kesesuaian antara kondisi fisik wilayah, tingkat kerawanan

bencana, dan kebijakan peruntukan ruang yang berlaku.

Fenomena berkembangnya permukiman pada wilayah rawan bencana
longsor menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara kondisi
pemanfaatan ruang eksisting dengan arahan penataan ruang dalam RTRW. Oleh
karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis kesesuaian kawasan
permukiman di Kecamatan Samigaluh terhadap tingkat kerawanan bencana
longsor dengan mengacu pada ketentuan zonasi dalam RTRW Kabupaten Kulon
Progo. Kajian ini memanfaatkan data kejadian bencana longsor, data

peruntukan ruang, serta kondisi permukiman eksisting sebagai dasar analisis.



Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

penyempurnaan kebijakan penataan ruang serta mendukung upaya mitigasi

bencana yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

B.
1.

C.

Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat kerawanan longsor pada kawasan permukiman di

Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo?

Bagaimana tingkat kesesuaian kawasan permukiman terhadap peta

kerawanan bencana longsor di Kecamatan Samigaluh?

. Bagaimana tingkat kesesuaian pola ruang kawasan permukiman dengan

peta kerawanan bencana longsor?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.
b.

Memetakan tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Samigaluh.
Menganalisis tingkat kesesuaian kawasan permukiman terhadap peta
kerawanan bencana longsor di Kecamatan Samigaluh.

Menganalisis tingkat kesesuaian pola ruang kawasan permukiman

dengan peta kerawanan bencana longsor.

2. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Memperkaya kajian ilmiah dalam bidang penataan ruang dan

mitigasi bencana dengan menambahkan perspektif analisis
kesesuaian kawasan permukiman terhadap tingkat kerawanan

bencana longsor.

. Mengembangkan pemahaman konseptual mengenai keterkaitan

antara karakteristik fisik wilayah, khususnya kemiringan lereng dan
kondisi geologi, dengan arahan peruntukan ruang dalam dokumen

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

. Memberikan dasar teoretis bagi penerapan pendekatan integratif

antara analisis kerawanan bencana dan kebijakan penataan ruang
dalam perencanaan kawasan permukiman.
. Menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang

mengkaji kesesuaian pemanfaatan ruang pada wilayah dengan



tingkat kerawanan bencana longsor tinggi, terutama pada kawasan
perbukitan.

5. Mendorong pengembangan kerangka konseptual penilaian
kesesuaian kawasan permukiman yang mempertimbangkan aspek
kebencanaan sebagai bagian dari perencanaan ruang berkelanjutan.

B. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan
terkait pengembangan dan pengendalian kawasan permukiman,
perencanaan mitigasi bencana tanah longsor, serta penyempurnaan
kebijakan penataan ruang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
mendukung penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis

kondisi fisik wilayah, khususnya di Kabupaten Kulon Progo.

D. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada seluruh wilayah administrasi
Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, dengan skala analisis
pada tingkat kecamatan.

2. Analisis kerawanan longsor dibatasi pada parameter kemiringan lereng,
jenis tanah, curah hujan, penggunaan tanah, dan kondisi geologi, serta
tidak mencakup penilaian kualitas bangunan, kepadatan penduduk, dan
kondisi sosial ekonomi masyarakat.

3. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan
pendekatan spasial dan membatasi analisis tata ruang pada kesesuaian pola
ruang kawasan permukiman berdasarkan RTRW Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2012-2032.



curah hujan, yaitu kelas 2000-2500 mm dan 2500-3000 mm. Sementara
itu, kelas curah hujan <1500 mm, 1500-2000 mm, dan >3000 mm tidak
ditemukan pada wilayah kajian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
wilayah kajian memiliki intensitas curah hujan yang relatif tinggi. Dalam
skala tahunan, wilayah yang tergolong memiliki curah hujan tinggi,
terutama pada daerah beriklim basah, umumnya mencatat akumulasi curah
hujan lebih dari 2.500 mm hingga melebihi 3.500 mm per tahun (Ruqoyah
dkk., 2023). Curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan kandungan air
dalam tanah sehingga tanah menjadi lebih jenuh dan berpotensi
menurunkan kestabilan lereng. Oleh sebab itu, tingginya intensitas curah
hujan di Kecamatan Samigaluh menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan wilayah tersebut lebih rentan terhadap terjadinya bencana
tanah longsor dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Kulon

Progo.

Luas dan Persentase Kelas Parameter Curah
Hujan di Kecamatan Samigaluh

2501-3000,
1295.78 Ha, 20%

N

>

2001-2500,
5331.73 Ha, 80%

2501-3000 =2001-2500

Gambar 5. 10 Luas dan Persentase Kelas Parameter Curah Hujan di
Wilayah Kajian
Sumber: Pengolahan Data, 2026
Berdasarkan hasil analisis curah hujan yang telah dilakukan, wilayah
dengan intensitas curah hujan tertinggi berada pada bagian utara wilayah
penelitian, khususnya di Kecamatan Samigaluh. Hasil interpolasi

menggunakan metode Inverse Distance Weighted (IDW) menunjukkan

77



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Samigaluh terbagi tiga kelas,
didominasi kerawanan sedang (4.268,89 Ha/65%), diikuti kerawanan
rendah (1.525,32 Ha/23%), dan kerawanan tinggi (793,02 Ha/12%).
Kerawanan tinggi dipengaruhi oleh kemiringan lereng curam, tanah
Podsolik Merah Kuning, batuan sedimen mudah tererosi, curah hujan
tinggi (2.000-2.500 mm/tahun), serta tutupan lahan berupa kebun
campuran dan semak belukar. Zona kerawanan tinggi terkonsentrasi di
bagian utara dan barat, sedangkan zona rendah berada di bagian tenggara.
Sebagian besar permukiman eksisting (82%/817,32 Ha) berada pada zona
kerawanan rendah, 18% (184,11 Ha) pada zona sedang, dan <1% (0,11 Ha)
pada zona tinggi. Hal ini menunjukkan perkembangan permukiman
umumnya telah mempertimbangkan kondisi fisik lahan, meskipun
permukiman pada zona sedang—tinggi tetap berisiko mengingat tingginya
frekuensi longsor di kecamatan ini pada 2022-2024.

Kawasan peruntukan permukiman dalam RTRW justru didominasi zona
kerawanan sedang (71%/5,98 Ha) dan tinggi (28%/2,35 Ha), dengan hanya
2% (0,15 Ha) pada zona rendah, menunjukkan arahan RTRW belum
mempertimbangkan kerawanan longsor secara memadai.

Kesesuaian permukiman eksisting terhadap pola ruang RTRW sangat
rendah: 94% (951,09 Ha) berada pada kawasan Konservasi dan Resapan
Air, 4% pada kawasan Pelestarian Alam, dan hanya 0,26% (2,64 Ha)
sesuai sebagai Permukiman Perdesaan. Ketidaksesuaian ini terjadi karena
permukiman berkembang lebih dahulu mengikuti aksesibilitas dan
keterbatasan lahan datar, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh RTRW
dan penguatan pengendalian ruang untuk mewujudkan permukiman yang

aman dan sesuai kebijakan tata ruang.
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B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran disampaikan kepada

pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

a. Melakukan peninjauan kembali terhadap dokumen RTRW Kabupaten
Kulon Progo, khususnya arahan kawasan peruntukan permukiman di
Kecamatan Samigaluh, dengan mengintegrasikan peta kerawanan
longsor sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan lokasi

pengembangan permukiman.

b. Memperkuat instrumen pengendalian pemanfaatan ruang melalui
penerapan mekanisme insentif dan disinsentif. Insentif dapat
diberikan berupa bantuan pembangunan hunian yang memenuhi
standar tahan bencana bagi masyarakat yang telah bermukim di
kawasan rawan, sedangkan disinsentif dapat diterapkan melalui
pembatasan pembangunan infrastruktur publik baru yang mengarah

ke kawasan konservasi dan resapan air.

c. Menyediakan program relokasi terencana bagi masyarakat yang
bermukim pada zona kerawanan longsor tinggi, disertai dengan
penyediaan lokasi pengganti yang aman dan terjangkau guna

meminimalkan risiko bencana bagi masyarakat.

2. Bagi BPBD Kabupaten Kulon Progo

a. Memanfaatkan peta kerawanan longsor hasil penelitian ini sebagai
salah satu referensi dalam penyusunan peta risiko bencana dan

dokumen rencana penanggulangan bencana di Kecamatan Samigaluh.

b. Mengintensifkan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana
longsor kepada masyarakat yang bermukim pada zona kerawanan
sedang dan tinggi, serta mengembangkan sistem peringatan dini

berbasis komunitas di wilayah-wilayah yang paling rentan.
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Mengembangkan penelitian dengan memperbarui data RTRW
menggunakan dokumen tata ruang yang lebih terkini apabila terdapat

revisi RTRW Kabupaten Kulon Progo setelah periode penelitian ini.

b. Melengkapi analisis dengan menambahkan parameter kerawanan
yang lebih detail, seperti data kedalaman tanah, tingkat pelapukan
batuan, atau catatan sejarah kejadian longsor yang lebih
komprehensif, serta memperluas cakupan wilayah kajian ke seluruh
Kabupaten Kulon Progo untuk menghasilkan peta kerawanan yang
lebih representatif sebagai dasar kebijakan penataan ruang

berwawasan kebencanaan.
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